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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan masyarakat dewasa ini akan kebutuhan sarana 

transportasi semakin pesat. Masyarakat sekarang ini cenderung untuk mempunyai 

kendaraan pribadi dari pada menggunakan kendaraan umum. Walaupun ada 

banyak sekali masyarakat yang tidak mempunyai cukup dana untuk membeli 

kendaraan bermotor, namun dengan perkembangan dewasa ini masalah dana 

bukan lagi merupakan penghalang yang besar, bantuan dana pada umumnya dapat 

diperoleh melalui Lembaga Pembiayaan konsumen di mana perjanjian jual beli 

yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala tersebut berupa 

kredit. 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga 

Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. 1  Dalam 

pengertian lain, Lembaga Pembiayaan merupakan Lembaga Keuangan bukan 

Bank yang muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal 

kepada masyarakat, yang tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. 

Perusahaan pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk usaha dari Lembaga 

Pembiayaan pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (collateral), 

karena dalam pembiayaan konsumen barang yang dibeli dijadikan sebagai 

                                                             
1Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan 
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jaminan dengan pengikatan secara fidusia. Namun karena pembiayaan konsumen 

merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatannya tidak terlepas dari risiko.  

Dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau badan yang 

memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa 

yang akan datang akan sanggup untuk memenuhi segala sesuatu yang telah 

dijanjikan. Karena pemberian kredit atas dasar kepercayaan dari kreditur kepada 

debitur, maka pemberian kredit tersebut berdasar atas prinsip kehati-hatian. 

Berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut, sarana pengaman dalam pengambilan 

kredit adalah dengan adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun 

jaminan perorangan. Salah satu macam dari jaminan kebendaan adalah jaminan 

fidusia. 

Pengertian fidusia menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia. Selanjutnya Penulis menyebut UU Jaminan Fidusia: 

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. 

Pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 

42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah:2 

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 

dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 

penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 

terhadap kreditur lainnya”. 

                                                             
2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 
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Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bukan merupakan hak jaminan 

yang lahir berdasarkan Undang-undang, melainkan lahir karena harus 

diperjanjikan terlebih dahulu antara Lembaga Pembiayaan konsumen sebagai 

kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Oleh karena itu, secara yuridis 

pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus, jika dibandingkan dengan 

jaminan yang lahir berdasarkan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 

1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Fungsi yuridis pengikatan benda 

jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari perjanjian kredit. 

Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah apabila debitur 

telah melakukan Cidera Janji. Dalam hukum perjanjian apabila debitur tidak 

memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan, 

maka debitur telah cidera janji dengan segala akibat hukumnya. 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak 

mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah Cidera Janji. 3 

Istilah Cidera Janji dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab 

kredit macet atau kredit bermasalah. 

Adapun bentuk-bentuk cidera janji yaitu:4 

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali. 

2. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya. 

3. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. 

                                                             
3 Tan Kanelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, (Bandung: Alumni, 

2004) hal.188  
4 Salim, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. (Jakarta: Sinar Grafika) hal.99 
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4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. 

Sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian 

jual beli yang telah dilaksanakan pihak konsumen membayar harga barang kepada 

perusahaan pembiayaan konsumen secara angsuran sampai lunas. Sebelum 

pembayaran lunas, semua dokumen kepemilikan atas barang yang dikuasai oleh 

perusahaan pembiayaan konsumen sebagai jaminan secara fidusia. Apabila 

konsumen melakukan cidera janji dalam arti tidak mampu atau lalai dalam 

membayar angsuran yang menjadi kewajibannya, maka perusahaan pembiayaan 

konsumen dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia untuk menjualnya guna mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 

penjualan. 

Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang dilakukan 

kreditur selaku pemberi fidusia, apabila debitur selaku penerima fidusia cidera 

janji. Bentuk cidera janji (wanprestasi) tersebut berupa tidak dipenuhinya prestasi 

baik berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian fidusia maupun perjanjian jaminan 

lainnya. Debitur yang menjual atau memindahtangankan objek jaminan dalam hal 

ini kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk cidera janji dimana kendaraan 

bermotor yang seharusnya digunakan sesuai kebutuhan dan fungsinya tidak dijaga 

dan dirawat dengan baik sesuai dengan kewajiban debitur selaku pemberi fidusia.  

Pada prinsipnya debitur tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan 

atau menjual objek jaminan fidusia dalam hal ini kendaraan bermotor kepada 

pihak ketiga, karena telah terjadi penyerahan hak milik secara fidusia dari debitur 

kepada kreditur, sehingga kedudukan debitur adalah sebagai peminjam pakai atau 
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peminjam pengganti atas benda jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan 

berdasarkan kepercayaan kepada kreditur. Kasus mengalihkan atau 

memindahtangankan objek jaminan fidusia atas kendaraan bermotor seperti ini 

seringkali dilakukan oleh nasabah-nasabah di PT. Sinarmas Multifinance Bogor. 

Hal tersebut dilakukan oleh beberapa nasabah PT. Sinarmas Multifinance Bogor 

yang memindahtangankan objek jaminan fidusia atas kendaraan bermotor kepada 

pihak ketiga. Dari jumlah nasabah sebanyak 2867 nasabah sekitar 3% nasabah 

melakukan pemindahtanganan objek jaminan fidusia tersebut. Dalam beberapa 

kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang 

dilakukan oleh debitur, langkah tegas yang biasanya dilakukan oleh pihak PT. 

Sinarmas Multifinance Bogor sebagai kreditur yaitu melakukan tindakan eksekusi 

langsung terhadap objek jaminan fidusia tersebut karna debitur dianggap telah 

melakukan cidera janji. 

Namun pada Januari 2020 Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 

18/PUU-XVII/2019 yaitu disebutkan penerima hak fidusia atau kreditur tidak 

boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan 

pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.5 

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut 

mengenai permasalahan mengenai objek jaminan fidusia yang dipindahtangankan 

tersebut dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul  

                                                             
5 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 
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“Tinjauan Yuridis Objek Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang 

Dipindah Tangankan Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Di PT. Sinarmas 

Multifinance Bogor)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit atas kendaraan bermotor dengan 

jaminan fidusia di PT. Sinarmas Multifinance Bogor? 

2. Apa bentuk cidera janji yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit atas 

kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Sinarmas Multifinance 

Bogor? 

3. Bagaimana akibat hukum terhadap objek jaminan fidusia atas kendaraan 

bermotor yang dipindah tangankan kepada pihak ketiga di PT. Sinarmas 

Multifinance Bogor? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan mencari 

jawaban dari permasalahan yang hendak diteliti. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia 

atas kendaraan bermotor di PT. Sinarmas Multifinance Bogor. 

2. Untuk mengetahui bentuk cidera janji yang dilakukan oleh debitur jika 

objek jaminan fidusia atas kendaraan bermotor dipindahtangankan kepada 

pihak ketiga di PT. Sinarmas Multifinance Bogor. 
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3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila ternyata objek jaminan fidusia atas 

kendaraan bermotor dipindahtangankan oleh debitur kepada pihak ketiga di 

PT. Sinarmas Multifinance Bogor. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar pengembangan 

ilmu pengetahuan umumnya ilmu dibidang Hukum Perdata, khususnya 

dalam Hukum Jaminan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai upaya pengembangan kemapuan dan pengetahuan hukum bagi 

Penulis khususnya mengenai perjanjian kredit dengan jaminan fidusia 

yang objek jaminannya dipindahtangankan kepada pihak ketiga. 

b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi 

mahasiswa bagian keperdataan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Jurusan Ilmu 

Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung. 

E. Kerangka Pemikiran 

Asas yang digunakan yaitu asas Pacta Sunt Servanda yang disebut dengan 

asas mengikat perjanjian atau asas kepastian hukum. Dimana menurut Pasal 1338 

ayat (1) KUHPerdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Artinya masing-masing pihak 
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dalam perjanjian harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian, serta tidak 

boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian. Apabila 

salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, pihak lain dalam 

perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan 

jalur hukum yang berlaku. 6 Tujuan hukum adanya jaminan fidusia yang di 

daftarkan adalah untuk memberikan kepastian hukum baik terhadap debitur 

maupun kreditur. 

Pada tanggal 30 September 1999, diundangkan Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pengaturan jaminan fidusia dengan 

Undang-Undang tersebut, berarti memasuki era baru dalam hukum perdata 

khususnya jaminan fidusia. Figur jaminan fidusia diakui berdasarkan 

yurisprudensi. Kemudian pengaturan jaminan fidusia dilakukan secara sporadis 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang 

Perumahan dan Pemukinan. Pengaturan secara komprehensif jaminan fidusia 

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan makna yang sangat 

berarti dan manfaat dalam upaya pembangunan hukum nasional, sekaligus 

merupakan salah satu perwujudan jawaban reformasi hukum, khususnya dunia 

usaha Lembaga Pembiayaan dalam menyelesaikan utang piutang atau kredit bank 

yang menggunakan jaminan fidusia.  

Menurut C. Asser, ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara 

pihak yang menimbulkan hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang 

                                                             
6 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, hlm. 59. 
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saling dipertukarkan oleh para pihak. 7  Dan menurut Agus Yudha Hernoko, 

terdapat empat unsur perikatan, yaitu: 

1. Hubungan hukum, artinya bentuk hubungan hukum yang menimbulkan 

akibat hukum. 

2. Bersifat harta kekayaan, artinya sesuai dengan tempat pengaturan perikatan 

di Buku III KUHPerdata yang termasuk di dalam sistematika Hukum Harta 

Kekayaan (Vermogensrecht), yaitu hubungan yang terjalin antara para 

pihak tersebut yang berorientasi pada harta kekayaan. 

3. Para pihak, artinya dalam hubungan hukum melibatkan pihak-pihak sebagai 

subjek hukum. 

4.  Prestasi, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban (prestasi) 

kepada para pihaknya (kontra prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat 

dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat 

negara.8 

Adapun yang dimaksud dengan benda dalam konteks hukum perdata 

adalah segala sesuatu yang dapat diberikan/diletakkan suatu hak diatasnya, 

terutama yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu 

hak tersebut adalah subjek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak adalah 

objek hukum. 9  Dalam hukum perdata, masalah benda diatur dalam Buku II 

KUHPerdata. 

                                                             
7 C. Asser, Pengkajian Hukum Perdata Belanda, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991) hal.5 
8 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, 

(Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008) hal.18 
9 Soebekti. Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta; Internusa, 2001) hal.60 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan 

tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing 

bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuaan itu. 10 Kamus 

Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua 

pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi 

persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, “Suatu 

persetujuan adalah suatu buatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih.”11 

R. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa 

dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 12  Menurut Salim, perjanjian adalah 

hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang 

harta kekayaan, yaitu subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga 

subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai 

dengan yang telah disepakatinya.13 

Pada prinsipnya, suatu perjanjian terdiri atas serangkaian perkataan yang 

disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun untuk menetapkan isi suatu perjanjian, 

perlu terlebih dahulu ditetapkan dengan cermat dan teliti hal-hal yang dimaksud 

oleh para pihak dengan mengucapkan atau menulis perkataan tersebut. Dan fungsi 

dari perjanjian yaitu dapat memberikan kepastian hukum  

                                                             
10 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtisar Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005) hal.458 
11 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) hal.363 
12 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal.1 
13 Salim M.S., Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008) hal.27 
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Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut diatas, jika 

disimpulkan maka perjanjian terdiri dari: 

a. Ada para pihak 

Sedikitnya terdapat dua orang, pihak ini disebut subjek perjanjian yaitu 

manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan 

perbuatan hukum seperti yang ditetapkan Undang-undang. 

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak 

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan 

suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai 

syarat-syarat dan objek perjanjian sehingga timbulah suatu persetujuan 

antara para pihak. 

c. Ada tujuan yang akan dicapai 

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan dan hal-hal yang tidak dilarang oleh Undang-

undang. 

d. Ada prestasi yang dilaksanakan 

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai 

dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk 

membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang. 

e. Ada bentuk tertentu lisan dan tulisan 

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan Undang-undang yang 

menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai 

kekuatan mengikat dan bukti kuat. 
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f. Ada syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. 

Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan 

kewajiban pokok.14 

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian 

dibutuhkan empat syarat, yaitu: 

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (agreement/consensus) 

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepatakan para 

pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu 

orang atau lebih dengan pihak lainnya. Hal yang sesuai adalah 

pernyataannya karena tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. 

b. Kecakapan (capacity) 

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian adalah 

kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum 

sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Lazimnya, setiap orang 

yang telah dewasa atau balig dan sehat pikirannya adalah cakap menurut 

hukum. Dengan demikian kecakapan untuk membuat suatu perikatan berarti 

kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang 

menimbulkan akibat hukum sebagimana ditentukan dalam Undang-undang. 

Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam 

Pasal 1330 KUHPerdata yaitu: orang yang belum dewasa dan orang yang 

berada dibawah pengampuan. 

c. Suatu hal tertentu (certainty of term) 

                                                             
14 Ibid, hal.90 
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Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai 

suatu hal tertentu, artinya hal-hal yang diperjanjikan adalah hak dan 

kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang 

dimaksudkan dalam perjanjian harus ditentukan jenisnya. 

d. Suatu sebab yang halal (consideration) 

Suatu perjanjian sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan dan ketertiban umum.15 

Definisi hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur 

hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan 

pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.  

Jaminan kebendaan memberikan hak mendahului diatas benda-benda 

tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. 

Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-

benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang 

yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. 

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu:16 

1. Gadai (pand); 

2. Hipotek; 

3. Hak tanggungan; 

4. Jaminan fidusia. 

  

                                                             
15 Purwahid Patrik, Asas-asas itikad baik dan keputusan dalam perjanjian, (Semarang: Badan 

Penerbit UNDIP, 1986) hal.3 
16 Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia: (Jakarta, 2017) hal. 25 
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Yang termasuk jaminan perorangan adalah: 

1. Penanggung (borg); 

2. Tanggung-menanggung; 

3. Perjanjian garansi. 

Dalam rangka menyalurkan kredit, maka pihak bank akan mensyaratkan 

adanya jaminan atau agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut kepada 

calon debitur yang mengajukannya, sebagimana penjelasan dari Pasal 8 Undang-

Undang No.10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 Tentang Perbankan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya 

wanprestasi dari debitur, sehingga jaminan kredit dapat berfungsi sebagai sumber 

dana untuk melunasi kredit pokok dan tunggakan bunganya. 

Pengertian jaminan kredit adalah suatu bentuk tanggungan atas 

pelaksanaan suatu prestasi yang berupa pengembalian kredit berdasarkan pada 

suatu perjanjian kredit. Oleh karena itu perjanjian pengikatan jaminannya bersifat 

accesoir, yaitu perjanjian yang keberadaannya dikaitkan dengan suatu perjanjian 

pokok, yaitu perjanjian kredit yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak 

kreditur yang bersangkutan. 

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti 

kepercayaan. Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara pemberi 

fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum 

yang berdasarkan kepercayaan. Debitur percaya bahwa kreditur mau 

mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah melunasi 
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utangnya. Sebaliknya kreditur percaya, bahwa debitur tidak akan 

menyelahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. 

Undang-undang yang khusus mengatur hal ini adalah Undang-undang 

No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan istilah resmi 

dalam dunia hukum. Namun, dalam Bahasa Indonesia untuk fidusia sering pula 

disebut sebagai “penyerahan hak milik secara kepercayaan”17. 

Pengertian fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia Pasal 1 butir (1) adalah sebagai berikut: 

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”. 

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud 

maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak 

dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 

4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam pengusaan 

pemberi fidusia. Sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.  

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan, bahwa dalam jaminan fidusia 

terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan 

dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan, tetap dalam penguasaan 

pemilik benda. 

                                                             
17Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Cetakan kedua revisi, (Bandung: Citra Aditya, 2000) hal.3 
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Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-

mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh 

penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (1) Undang-undang 

No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jika didasarkan pada Pasal 33 

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka setiap janji 

yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji adalah batal demi 

hukum. 

Sebagai suatu perjanian accesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat 

sebagai berikut: 

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok. 

2. Keabsahannya semata ditunjukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok. 

3. Sebagai perjanjian bersyarat maka hanya dapat dilaksanakan jika ditentukan 

yang disyaratkan dalam perjanjian pokoknya telah atau tidak dipenuhi.18 

Adapun sifat jaminan fidusia adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai suatu perjanjian accesoir yang memiliki sifat ketergantungan 

terhadap perjanjian pokoknya. 

b. Sifat mendahului (droit de preference) yaitu hak didahulukan penerima 

fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas eksekusi benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia dari kreditur-kreditur lain. 

c. Sifat mengikuti benda yang menjadi jaminannya (droit de suite) 

                                                             
18 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000) 

Hal.125 
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Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

di tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda 

persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. 

Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran 

jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. 

Karena pendaftaran fidusia dalam Buku Daftar dilakukan pada hari 

penerimaan permohonan, maka lahirnya jaminan fidusia adalah pada tanggal 

diterimanya permohonan pendaftaran. Karena pada prinsipnya tidak bisa ada 2 

(dua) kali berturut-turut atas benda jaminan fidusia yang sama, maka pada tanggal 

pendaftaran tersebut adalah juga tanggal lahirnya Jaminan Fidusia.19 

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia telah ditentukan batas ruang lingkup untuk fidusia yaitu berlaku untuk 

setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, 

dan dipertegas dengan rumusan dalam Pasal 3 yang menyatakan dengan tegas 

bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap: 

a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang 

peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas 

benda-benda tersebut wajib didaftar. 

b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) 

meter atau lebih. 

c. Hipotik atas pesawat terbang 

d. Gadai 

                                                             
19 Ibid, hal.126 
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Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia, maka yang menjadi objek dari fidusia adalah benda apapun yang dapat 

dimiliki dan dialihkan kepemilikannya baik berupa benda berwujud maupun tidak 

berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, dengan 

syarat benda tersebut tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 

Kredit berasal dari Bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan 

(truth atau faith). Dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada 

dasarnya adalah memperoleh kepercayaan. 

Unsur-unsur kredit perbankan adalah sebagai berikut:20 

a. Kepercayaan, setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan bank bahwa 

kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan jangka 

waktu yang telah diperjanjikan. 

b. Waktu, antara pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh 

debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan 

oleh tenggang waktu. 

c. Risiko, setiap pemberian kredit jenis apapun akan terkandung risiko dalam 

jangka waktu antara pemberian kredit dan pembayaran kembali. 

d. Prestasi, setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dan debitur mengenai 

pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan 

kontra prestasi, dan  

                                                             
20 J. Satrio, Hukum Jamianan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2002) Hal.253-254 
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e. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur (bank) 

dan pihak debitur (nasabah), maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit 

(akad kredit) secara tertulis.21 

Kredit yang diberikan bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan 

demikian pemberi kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. 

Pemberi kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk 

mendapatkan keuntungan, maka bank dapat meneruskan simpanan masyarakat 

kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika bank betul-betul yakin bahwa 

debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka 

waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh bank 

Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam pemberian kredit sesuai 

dengan Surat Edaran Bank Indonesia Tanggal 28 Februari 1991 Nomor 23/6/KU, 

adalah: 

1. Character (watak)22 

Salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan 

kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian/watak dari calon debitur 

secara pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. 

Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon 

debitur dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut: 

a. Meneliti riwayat hidup nasabah 

b. Meneliti reputasi nasabah di lingkungan usahanya 

                                                             
21Ibid, hal.25 
22Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 28 februari 1991 Nomor 23/6/KU 
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c. Meminta informasi antar bank 

d. Mencari informasi kepada asosiasi usaha dimana nasabah berada 

2. Capital (modal) 

Kapital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah. 

Maka tinggi kesungguhan nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa 

lebih yang memberikan kreditnya. 

Permodalan dari calon debitur juga merupakan hal yang penting harus 

diketahui oleh bank. Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari calon 

debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar 

kredit. 

3. Capacity (kapasitas) 

Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan 

usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Sampai sejauh mana nasabah 

mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutangnya (ability to pay) secara 

tepat waktu dari kegiatan usahanya. 

4. Collateral (jaminan/agunan) 

Fungsi agunan sangat penting dalam setiap pemberian kredit. Undang-

undang mensyaratkan bahwa agunan itu harus ada dalam setiap pemberian kredit. 

Jaminan adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan kredit 

yang diterimanya. Jaminan tersebut harus di nilai oleh bank untuk mengetahui 

sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penelitian jaminan 

ini antara lain jenis, lokasi, ukuran, bukti kepemilikan, status hukum, dan nilai 

barang jaminan.  
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Bentuk jaminan tidak hanya berbentuk kebendaan tetapi ada jaminan yang 

tidak berwujud seperti jaminan pribadi. Penilaian terhadap collateral ini dapat 

ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu: 

a. Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan 

diagunkan. 

b. Segi yuridis yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis 

untuk dipakai sebagai agunan. 

5. Condition of Economy (kemapuan ekonomi)23 

Kondisi perekonomian secara mikro merupakan faktor penting pula untuk 

di Analisa oleh kreditur sebelum suatu kredit diberikan kepada debitur, terutama 

yang berhubungan langsung dengan usaha calon debitur. Misalnya usaha calon 

debitur selama ini diproteksi atau hak monopoli, maka pemberian kredit terhadap 

perusahaan tersebut harus ekstra hati-hati. 

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Risiko ini 

menyangkut dalam pengembalian kredit tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya 

bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan dengan 

menggunakan prinsip kehati-hatian, yaitu:24 

a. Bank tidak diperbolehkan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis. 

b. Bank tidak diperkenankan memberikan usaha yang sejak semula telah 

diperhitungjan kurang sehat. 

c. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham  

                                                             
23Ibid 
24 M. Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 2000) hal.393 
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d. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum 

kredit (legal lending limit). 

Dengan demikian pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian 

kredit tertulis, baik akta dibawah tangan maupun akta notaris dan selalu 

menggunakan prinsip kehati-hatian. 

Adanya kemungkinan suatu perjanjian yang telah dibuat tapi tidak dapat 

dilaksanakan, disebabkan: 

a. Force majeur 

Force majeur adalah suatu keadaan di mana seorang debitur terhalang 

untuk melaksanakan prestasinya karena peristiwa yang tidak terduga pada saat 

dibuatnya perjanjian, dimana peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung 

jawabkan kepada debitur, sementara debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk 

disebut sebagai force majeur atau keadaan memaksa.25 

b. Wanprestasi/Cidera Janji 

Dalam Hukum Perdata adanya kelalaian atau kealpaan debitur yang wajib 

melakukan sesuatu atau tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan 

dikatakan wanprestasi. Dewasa ini wanprestasi lebih dikenal dengan istilah cidera 

janji. Menurut Munir Fuady, yang dimaksud wanprestasi adalah tidak 

dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan 

kepada pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.26 

                                                             
25 Ibid, hlm.34. 
26 Munir Fuadi, Hukum Kontrak Buku Pertama, (Bandung: Citra Bakti, 2001) hal.113 
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Perbuatan cidera janji membawa konsekuensi timbulnya hak bagi pihak 

yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan cidera janji, sehingga oleh 

hukum diharapkan agar tidak ada satu pihakpun yang dirugikan karena cidera janji 

tersebut. 

F. Langkah-langkah Penelitian 

1. Metode dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis berarti bahwa 

penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-

teori hukum dan pelaksanaannya serta mengalisis fakta secara cermat 

mengenai tinjuan yuridis objek jaminan fidusia atas kendaraan bemotor 

yang dipindahtangankan kepada pihak ketiga yang studi kasusnya dilakukan 

di PT. Sinarmas Multifinanace Bogor. Penulis menggunakan metode 

deskriptif analitis karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang 

saat ini sedang berlangsung. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis 

(hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas 

permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik 

hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris 

(hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam 

penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan, yaitu 

dengan melakukan wawancara langsung kepada manager cabang dan salah 

satu staf di PT. Sinarmas Multifinance Bogor. 
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2. Jenis Data 

Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer 

maupun bahan hukum sekunder juga bahan hukum tersier27. 

a. Bahan Hukum Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian atau pihak-pihak 

yang terkait di PT. Sinarmas Multifinance Bogor yang dilakukan dengan 

wawancara/interview, teknik wawancara yang dilakukan adalah 

wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaannya telah disusun 

dan disiapkan sebelumnya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk 

menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang 

sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini 

dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan 

diantaranya adalah catatan-catatan resmi maupun risalah dalam 

pembuatan undang-undang. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan 

hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 

2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 

                                                             
27 Alherton&Klemmack dalam Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian 

Bidang Kesejahtraan Sosial Lainnya, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1999) hal. 63 
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3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan 

Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang 

memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum 

atau bahan rujukan bidang hukum. misalnya abstrak perundang-

undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, 

indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun Teknik dalam pengumpulan data skripsi ini adalah: 

a. Observasi, yaitu pengamatan terhadap fenomena yang terjadi pada 

objek penelitian. Dalam hal ini penyusunan akan mengamati objek dari 

penelitian ini yaitu PT. Sinarmas Multifinance Bogor. 

b. Wawancara, dengan cara ini penyusun akan mendapatkan data dari 

narasumber guna memperoleh informasi tentang permasalahan yang 

akan di teliti. Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara 

kepada staf PT. Sinarmas Multifinance Bogor. 

4. Analisa Data 

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada 

dasarnya merupakan data tataran yang di analisis secara deskriptif kualitatif, 
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yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis 

dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan 

penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu 

dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. 28 Dalam 

penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode 

deduktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat 

umum menuju penulisan yang bersifat khusus. 

 

                                                             
28 Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta: Raja Grafindo) hal.12 


